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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran umum Obyek/ Subyek Penelitian 

Data penelitian adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara 

semi terstruktur dengan penyelenggara madrasah (kepala dan/atau bendahara) 

dan penyebaran kuesioner kepada komite madrasah. Obyek penelitian adalah 

MTs Negeri di Kabupaten Bantul yaitu, MTs N Bantul Kota, MTs N 

Giriloyo, MTs N Pundong, MTs N Sumber Agung, dan MTs N Wonokromo. 

Subjek penelitian adalah penyelenggara madrasah (kepala dan bendahara) dan 

komite madrasah (orangtua siswa). Waktu wawancara dan penyebaran 

kuesioner dilakukan pada bulan Januari 2017. Setelah data terkumpul 

kemudian dilakukan analisis menggunakan program SPSS (Statistical 

Package For The Social Sciences) versi 16.  

1. Wawancara Semi Terstruktur. 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara ke pihak 

penyelenggara madrasah yang meliputi kepala dan bendahara MTs Negeri 

di Kabupaten Bantul. Informan dalam penelitian ini disajikan dengan tabel 

4.1 dibawah ini: 

Tabel 4.1 

Daftar Informan 

Nama Madrasah  Informan  Jabatan  

MTs N Giriloyo SR Kepala Madrasah 

MTs N Wonokromo ST Kepala Madrasah 

MTs N Sumberagung SP Kepala Madrasah 

MTs N Bantul Kota MA Kepala Madrasah 

MTs N Pundong D Bendahara Madrasah 

http://www.mtsnbantulkota.sch.id/
http://www.mtsngiriloyo.sch.id/
http://www.mtsngiriloyo.sch.id/
http://www.mtsnegeripundong.sch.id/
http://mtsnsumberagung.sch.id/
http://www.mtsnwonokromo.sch.id/
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2. Penyebaran kuesioner 

Data dalam penelitian diperoleh dari penyebaran kuesioner yang 

ditujukan kepada responden yaitu guru dan orangtua siswa lima MTs 

Negeri di Kabupaten Bantul. 

Jumlah kuesioner yang disebarkan adalah sebanyak 50 kuesioner 

kepada guru dan 50 kesioner kepada orangtua siswa. Dari 50 kuesioner 

kepada guru yang telah dibagikan, sebanyak 43 kuesioner yang telah terisi 

dengan tingkat pengembalian sebesar  86% sedangkan 7 kuesioner atau 

sebesar 14 % tidak kembali kepada peneliti. Dari 43 kuesioner yang 

kembali hanya 41 kuesioner atau sebesar 82% yang dapat digunakan dari 

total kuesioner yang telah dibagikan dikarenakan adanya ketidaklengkapan 

pengisian dan tidak memenuhi kriteria konsistensi. 

Dari 50 kuesioner kepada orangtua siswa yang telah dibagikan, 

sebanyak 44 kuesioner yang telah terisi dengan tingkat pengembalian 

sebesar  88% sedangkan 6 kuesioner atau sebesar 12 % tidak kembali 

kepada peneliti. Dari 44 kuesioner yang kembali hanya 41 kuesioner atau 

sebesar 82% yang dapat digunakan dari total kuesioner yang telah 

dibagikan dikarenakan adanya ketidaklengkapan pengisian dan tidak 

memenuhi kriteria konsistensi. 
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Adapun perhitungan tingkat pengembalian kuesioner disajikan dalam 

tabel 4.2 dan 4.3 sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Analisis Tingkat Pengembalian Kuesioner Guru 

Dasar Klasifikasi Jumlah Persentase 

Jumlah kuesioner yang disebar 50 100 % 

Kuesioner yang kembali 43 86 % 

Kuesioner yang tidak kembali 7 14 % 

Kuesioner yang tidak dapat diolah 2 4 % 

Jumlah kuesioner yang dapat diolah 41 82 % 

 

Tabel 4.3 

Analisis Tingkat Pengembalian Kuesioner Orangtua Siswa 

Dasar Klasifikasi Jumlah Persentase  

Jumlah kuesioner yang disebar 50 100 % 

Kuesioner yang kembali 44 88 % 

Kuesioner yang tidak kembali 6 12 % 

Kuesioner yang tidak dapat diolah 3 6% 

Jumlah kuesioner yang dapat diolah 41 82 % 

 

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Uji Statistik Deskriptif 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yaitu: 

transparancy, accountability, responsibility, independency, fairness dan 

kesesuaian dengan peraturan.  
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Hasil statistik deskriptif (mean) dari keenam variabel tersebut 

dapat dilihat dalam tabel 4.4 dibawah ini: 

Tabel 4.4 

Uji statistik deskriptif (mean) 

Variabel  N Mean 

 (Kuesioner Guru) 

Mean 

(Kuesioner Orangtua Siswa) 

Transparency  41 4,26 4,19 

Accountability  41 4,13 4,24 

Responsibility  41 4,36 4,19 

Independency  41 4,35 4,19 

Fairness  41 4,36 4,30 

Kesesuaian  41 4,27 4,30 

 

2. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur 

yang digunakan. Nazaruddin dan Basuki (2015:71) menyatakan bahwa 

instrumen yang tepat untuk mengukur apa yang hendak diukur. Analisis 

data diawali dengan uji validitas data. Uji validitas ini digunakan untuk 

menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak. Pengukuran 

validitas menggunakan metode Person Product Moment. Untuk 

menentukan valid tidaknya instrumen dengan cara mengkonsultasikan 

hasil perhitungan korelasi dengan r tabel pada tarif signifikan 5%. 

Apabila maka instrumen dinyatakan valid dan cocok untuk dijadikan 

sebagai pengambilan data. Dalam mengetahui tingkat kevalidan 

instrumen, peneliti menggunakan SPSS 16.  
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Kuesioner dalam penelitian ini telah diuji validitas dengan hasil 

sebagai berikut: 

a. Uji Validitas Variabel Transparancy. 

Hasil uji validitas disajikan dalam bentuk tabel 4.5 dan 4.6 

dibawah ini: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Validitas Variabel Transparancy Kuesioner Guru. 

Pertanyaan r Hitung r Tabel Kesimpulan 

T1 0,595 0,25 Valid 

T2 0,493 0,25 Valid 

T3 0,769 0,25 Valid 

T4 0,804 0,25 Valid 

T5 0,741 0,25 Valid 

T6 0,792 0,25 Valid 

T7 0,745 0,25 Valid 

T8 0,661 0,25 Valid 

T9 0,769 0,25 Valid 

T10 0,809 0,25 Valid 

T11 0,568 0,25 Valid 

T12 0,791 0,25 Valid 

T13 0,705 0,25 Valid 

T14 0,661 0,25 Valid 

T15 0,775 0,25 Valid 

T16 0,802 0,25 Valid 

T17 0,739 0,25 Valid 

T18 0,681 0,25 Valid 

T19 0,305 0,25 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas Variabel Transparancy Kuesioner Komite 

Madrasah 

Pertanyaan r Hitung r Tabel Kesimpulan 

T1 0,275 0,25 Valid 

T2 0,320 0,25 Valid 

T3 0,481 0,25 Valid 

T4 0,608 0,25 Valid 

T5 0,461 0,25 Valid 
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Lanjutan Tabel 4.6 

Pertanyaan r Hitung r Tabel Kesimpulan 

T6 0,486 0,25 Valid 

T7 0,474 0,25 Valid 

T8 0,653 0,25 Valid 

T9 0,534 0,25 Valid 

T10 0,534 0,25 Valid 

T11 0,638 0,25 Valid 

T12 0,631 0,25 Valid 

T13 0,636 0,25 Valid 

T14 0,652 0,25 Valid 

T15 0,565 0,25 Valid 

T16 0,655 0,25 Valid 

T17 0,845 0,25 Valid 

T18 0,594 0,25 Valid 

T19 0,658 0,25 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Table 4.5 dan 4.6 menunjukkan bahwa dari ke 19 butir 

pertanyaan, semua pertanyaan dinyatakan valid, karena r hitung 

lebih besar dari r table. Hal ini menunjukkan bahwa semua item 

pertanyaan yang digunakan dapat mengukur variabel transparancy. 

b. Uji Validitas Variabel Accountability 

Hasil uji validitas disajikan dalam bentuk tabel 4.7 dan 4.8 

dibawah ini: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas Variabel Accountability Kuesioner Guru 

Pertanyaan r Hitung r Tabel Kesimpulan 

A1 0,799 0,25 Valid 

A2 0,602 0,25 Valid 

A3 0,520 0,25 Valid 

A4 0,669 0,25 Valid 

A5 0,516 0,25 Valid 

A6 0,647 0,25 Valid 

A7 0,542 0,25 Valid 

A8 0,819 0,25 Valid 

A9 0,772 0,25 Valid 
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Lanjutan Tabel 4.7 

Pertanyaan r Hitung r Tabel Kesimpulan 

A10 0,821 0,25 Valid 

A11 0,801 0,25 Valid 

A12 0,854 0,25 Valid 

A13 0,741 0,25 Valid 

A14 0,528 0,25 Valid 

A15 0,752 0,25 Valid 

A16 0,697 0,25 Valid 

A17 0,744 0,25 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas Variabel Accountability Kuesioner Komite 

Madrasah 

Pertanyaan r Hitung r Tabel Kesimpulan 

A1 0,521 0,25 Valid 

A2 0,773 0,25 Valid 

A3 0,533 0,25 Valid 

A4 0,468 0,25 Valid 

A5 0,624 0,25 Valid 

A6 0,624 0,25 Valid 

A7 0,520 0,25 Valid 

A8 0,661 0,25 Valid 

A9 0,613 0,25 Valid 

A10 0,500 0,25 Valid 

A11 0,817 0,25 Valid 

A12 0,754 0,25 Valid 

A13 0,819 0,25 Valid 

A14 0,783 0,25 Valid 

A15 0,834 0,25 Valid 

A16 0,741 0,25 Valid 

A17 0,513 0,25 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Table 4.7 dan 4.8 menunjukkan bahwa dari ke 17 butir 

pertanyaan, semua pertanyaan dinyatakan valid, karena r hitung 

lebih besar dari r table. Hal ini menunjukkan bahwa semua item 

pertanyaan yang digunakan dapat mengukur variabel accountability. 
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c. Uji Validitas Variabel Responsibility 

Hasil uji validitas disajikan dalam bentuk tabel 4.9 dan 4.10  

dibawah ini: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Variabel Responsibility Kuesioner Guru 

Pertanyaan r Hitung r Tabel Kesimpulan 

R1 0,838 0,25 Valid 

R2 0,833 0,25 Valid 

R3 0,746 0,25 Valid 

R4 0,869 0,25 Valid 

R5 0,888 0,25 Valid 

R6 0,949 0,25 Valid 

R7 0,858 0,25 Valid 

R8 0,775 0,25 Valid 

R9 0,885 0,25 Valid 

R10 0,768 0,25 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Validitas Variabel Responsibility Kuesioner Komite 

Madrasah 

Pertanyaan r Hitung r Tabel Kesimpulan 

R1 0,771 0,25 Valid 

R2 0,767 0,25 Valid 

R3 0,752 0,25 Valid 

R4 0,497 0,25 Valid 

R5 0,789 0,25 Valid 

R6 0,768 0,25 Valid 

R7 0,786 0,25 Valid 

R8 0,771 0,25 Valid 

R9 0,683 0,25 Valid 

R10 0,758 0,25 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Table 4.9 dan 4.10 menunjukkan bahwa dari ke 10 butir 

pertanyaan, semua pertanyaan dinyatakan valid, karena r hitung 
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lebih besar dari r table. Hal ini menunjukkan bahwa semua item 

pertanyaan yang digunakan dapat mengukur variabel responsibility. 

d. Uji Validitas Variabel Independency. 

Hasil uji validitas disajikan dalam bentuk tabel 4.11 dan 4.12 

dibawah ini: 

 Tabel 4.11  

Hasil Uji Validitas Variabel Independency Kuesioner Guru 

Pertanyaan r Hitung r Tabel Kesimpulan 

I1 0,652 0,25 Valid 

I2 0,801 0,25 Valid 

I3 0,843 0,25 Valid 

I4 0,819 0,25 Valid 

I5 0,897 0,25 Valid 

I6 0,890 0,25 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Validitas Variabel Independency Kuesioner Komite 

Madrasah 

Pertanyaan r Hitung r Tabel Kesimpulan 

I1 0,801 0,25 Valid 

I2 0,838 0,25 Valid 

I3 0,758 0,25 Valid 

I4 0,802 0,25 Valid 

I5 0,861 0,25 Valid 

I6 0,811 0,25 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Table 4.11 dan 4.12 menunjukkan bahwa dari ke 6 butir 

pertanyaan, semua pertanyaan dinyatakan valid, karena r hitung 

lebih besar dari r table. Hal ini menunjukkan bahwa semua item 

pertanyaan yang digunakan dapat mengukur variabel independency. 
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e. Uji Validitas Variabel Fairness. 

Hasil uji validitas disajikan dalam bentuk tabel 4.13 dan 4.14 

dibawah ini: 

 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Validitas Variabel Fairness Kuesioner Guru 

Pertanyaan r Hitung r Tabel Kesimpulan 

F1 0,712 0,25 Valid 

F2 0,881 0,25 Valid 

F3 0,743 0,25 Valid 

F4 0,753 0,25 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Validitas Variabel Fairness Kuesioner Komite Madrasah 

Pertanyaan r Hitung r Tabel Kesimpulan 

F1 0,665 0,25 Valid 

F2 0,857 0,25 Valid 

F3 0,875 0,25 Valid 

F4 0,836 0,25 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Table 4.13 dan 4.14 menunjukkan bahwa dari ke empat butir 

pertanyaan, semua pertanyaan dinyatakan valid, karena r hitung 

lebih besar dari r table. Hal ini menunjukkan bahwa semua item 

pertanyaan yang digunakan dapat mengukur variabel fairness. 
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f. Uji Validitas Variabel Kesesuaian Dengan Peraturan Gubernur DIY 

NO 25 Tahun 2014. 

Hasil uji validitas disajikan dalam bentuk tabel 4.15 dan 4.16 

dibawah ini: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Validitas Variabel Kesesuaian Kuesioner Guru 

Pertanyaan r Hitung r Tabel Kesimpulan 

K1 0,756 0,25 Valid 

K2 0,819 0,25 Valid 

K3 0,831 0,25 Valid 

K4 0,722 0,25 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Validitas Variabel Kesesuaian Kuesioner Komite 

Madrasah 

Pertanyaan r Hitung r Tabel Kesimpulan 

K1 0,689 0,25 Valid 

K2 0,879 0,25 Valid 

K3 0,879 0,25 Valid 

K4 0,874 0,25 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Table 4.15 dan 4.16 menunjukkan bahwa dari ke empat butir 

pertanyaan, semua pertanyaan dinyatakan valid, karena r hitung 

lebih besar dari r table. Hal ini menunjukkan bahwa semua item 

pertanyaan yang digunakan dapat mengukur variabel kesesuaian. 

3. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan salah satu kegiatan untuk menguji 

benar tidaknya data sehingga dapat digunakan dalam menentukan mutu 

suatu hasil penelitian. Nazaruddin dan Basuki (2015:71) menyatakan 
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bahwa uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah suatu 

instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu 

kali, paling tidak oleh responden yang sama akan mnghasilkan data 

yang konsisten. Dalam penelitian ini reliabilitas dilihat dari besarnya 

nilai croncbach’s alpha yang harus lebih besar atas sama dengan 0,70 

sehingga mengindikasikan bahwa data memiliki reliabilitas yang 

memadai. 

Hasil uji reliabilitas ke enam variabel disajikan dalam bentuk tabel 

4.17 dan 4.18 dibawah ini: 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Guru 

 

Variabel  Croncbach’s Alpha 

Transparancy  0,760 

Accountability  0,762 

Responsibility  0,786 

Independency  0,800 

Fairness  0,807 

Kesesuaian  0,810 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Dari hasil uji reliabilitas kuesioner guru pada tabel 4.17 

menunjukkan bahwa di peroleh data nilai cronbach’s alpha untuk 

variabel transparancy adalah 0,760, variabel accountability adalah 

0,762, variabel responsibility adalah 0,786, variabel independency 

adalah 0,800, variabel fairness adalah 0,807, serta variabel kesesuaian 

adalah 0,810. Maka dapat diartikan bahwa dari semua variabel yaitu 

transparancy, accountability, responsibility, independency, fairness, 

dan kesesuaian adalah reliabel. 
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Tabel 4.18 

Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Komite Madrasah 

 

Variabel  Croncbach’s Alpha 

Transparancy  0,745 

Accountability  0,764 

Responsibility  0,774 

Independency  0,799 

Fairness  0,818 

Kesesuaian  0,825 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Dari hasil uji reliabilitas kuesioner komite madrasah pada tabel 

4.18 menunjukkan bahwa di peroleh data nilai cronbach’s alpha untuk 

variabel transparancy adalah 0,745, variabel accountability adalah 

0,764, variabel responsibility adalah 0,774, variabel independency 

adalah 0,799, variabel fairness adalah 0,818, serta variabel kesesuaian 

adalah 0,825. Maka dapat diartikan bahwa dari semua variabel yaitu 

transparancy, accountability, responsibility, independency, fairness, 

dan kesesuaian adalah reliabel. 

C. Pembahasan  

a. Analisis good governance dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Madrasah (APBM). 

Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja madrasah meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sumber dana yang 

diperoleh madrasah berasal dari pemerintah yang disalurkan melalui APBN 

(anggaran pendapatan dan belanja negara) dan masyarakat. Dalam hal ini 

terdapat DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) yang merupakan 



51 

dokumen pedoman atau acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan 

kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.  

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 63 Tahun 

2016 pengguna anggaran adalah menteri agama sebagai pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan anggaran kementerian agama. Sedangkan 

madrasah merupakan unit organisasi yang melaksanakan kegiatan 

kementerian agama yang sering disebut satuan kerja memiliki kewenangan 

dan tanggung jawab dalam hal penggunaan anggaran serta kepala MTs 

berlaku sebagai kuasa pengguna anggaran madrasah. 

Sumber dana berasal dari masyarakat yang dimaksudkan untuk 

pembiayaan madrasah dapat dikelola oleh komite berdasarkan musyawarah 

dan mufakat. Pihak madrasah tidak diperbolehkan melakukan pungutan dan 

tidak berwenang dalam hal pengelolaan dana dari masyarakat. Menurut 

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 63 Tahun 2016 

pembiayaan madrasah yang dikelola oleh komite madrasah dipergunakan 

dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan. Pembiayaan 

madrasah yang bersumber dari masyarakat tidak boleh dibebankan kepada 

peserta didik atau orang tua wali yang tidak mampu secara finansial, jadi 

dapat dikatakan sumbangan sukarela atau sesuai kemampuan orang tua/ 

wali. Dana tersebut tidak boleh digunakan untuk pembiayaan penerimaan 

peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik dari satuan pendidikan, 

dan/atau untuk kesejahteraan anggota komite satuan pendidikan atau 
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lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik 

langsung maupun tidak langsung. 

Pada sisi akuntansi MTs negeri di Kabupaten Bantul masih belum 

dikatakan memiliki laporan keuangan yang baik karena tidak adanya 

laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, 

laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan serta belum adanya 

standar akuntansi yang dijadikan pedoman dalam pelaporan. 

a. Analisis Transparancy dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Madrasah (APBM). 

Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja MTs negeri di 

Kabupaten Bantul dapat dikatakan telah memenuhi prinsip transparansi. 

Dalam hal pelaksana pengelola anggaran telah sesuai peraturan yang 

berlaku yaitu, kepala madrasah berlaku sebagai kuasa pengguna anggaran 

dibantu kepala tata usaha sebagai pelaksana pengguna anggaran dan 

bendahara. Pelaksanaan telah sesuai dengan tanggungjawab masing-

masing dan terlaksana dengan baik.  

Prinsip transparansi meliputi keterbukaan informasi atau tersedia 

nya informasi untuk stakeholder. Dalam publikasi kebijakan publik MTs 

negeri se Kabupaten Bantul kepada komite hanya melalui informasi 

secara lisan ketika rapat komite berlangsung. Informasi yang disajikan 

meliputi laporan pertanggungjawaban secara umum atas pengelolaan 

APBM dan perkembangan pelaksanaan, misalnya alokasi anggaran, 
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perkembangan pengelolaan APBM, revisi alokasi anggaran, dan 

sebagainya.  

Prinsip transparansi berkaitan dengan penyajian laporan 

pertanggungjawaban yang dapat diakses oleh stakeholder. Laporan atas 

pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja MTs negeri di Kabupaten 

Bantul meliputi laporan pertanggungjawaban kepada negara setiap awal 

bulan, laporan pertanggungjawaban bantuan operasional sekolah setiap 

triwulan dan sebagainya. Laporan pertanggungjawaban kepada negara 

dilakukan secara online melalui aplikasi yang telah dipersiapkan 

sehingga penyajian data anggaran antara pendapatan, belanja langsung, 

dan tidak langsung telah dipisahkan secara baik. MTs negeri di 

Kabupaten Bantul dalam hal pelaksanaan anggaran serta 

pertanggungjawabannya diawasi oleh komite madrasah dan beberapa 

pihak yang terkait. Namun untuk laporan pengelolaan dana yang rinci 

dan secara tertulis terkait dana yang berasal dari negara tidak 

disampaikan kepada komite madrasah. Orang tua siswa hanya menerima 

laporan secara lisan tentang perkembangan penggunaan dana tersebut. 

Hal tersebut dikarenakan di dalam sebuah madrasah terdapat dua 

bendahara, yaitu bendahara madrasah dan bendahara komite. Uang yang 

berasal dari komite dan negara tidak boleh dicampur untuk mendanai 

sebuah kegiatan atau pembangunan. Jadi yang disampaikan secara rinci 

kepada orang tua  hanya laporan pertanggungjawaban yang berasal dari 

komite. 
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Tabel 4.19 

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variabel Transparancy 

Kuesioner Guru 

Pertanyaan 

Tanggapan Responden   

Skor Kategori  STS TS KS S SS 
N 

F % F % F % F % F % 

T1 0 0 0 0 0 0 25 60,9% 16 39,1% 41 180 Sangat setuju 

T2 0 0 3 7,3% 3 7,3% 26 63,4% 9 22% 41 155 Setuju  

T3 0 0 0 0 0 0 31 75,6% 10 24,4% 41 174 Sangat setuju 

T4 0 0 0 0 2 4,9% 27 65,9% 12 29,3% 41 174 Sangat setuju 

T5 0 0 0 0 1 2,4% 28 68,3% 12 29,3% 41 175 Sangat setuju 

T6 0 0 0 0 1 2,4% 27 65,9% 12 29,2% 41 171 Setuju 

T7 0 0 0 0 0 0 25 60,9% 16 39,1% 41 180 Sangat setuju 

T8 0 0 0 0 0 0 21 51,2% 20 48,8% 41 184 Sangat setuju 

T9 0 0 0 0 2 4,9% 30 73,2% 9 22% 41 171 Setuju  

T10 0 0 0 0 3 7,3% 26 63,4% 12 29,3% 41 173 Sangat setuju 

T11 0 0 1 2,4% 2 4,8% 23 56,1% 15 36,6% 41 175 Sangat setuju 

T12 0 0 1 2,4% 10 24,4% 19 46,3% 11 26,9% 41 163 Setuju  

T13 0 0 0 0 2 4,9% 19 46,3% 19 46,3% 41 177 Sangat setuju 

T14 0 0 0 0 1 2,4% 25 60,9% 15 36,6% 41 178 Sangat setuju 

T15 0 0 0 0 1 2,4% 19 46,3% 21 51,2% 41 184 Sangat setuju 

T16 0 0 0 0 0 0 27 65,9% 14 34,1% 41 178 Sangat setuju 

T17 0 0 0 0 1 2,4% 29 70,7% 11 26,9% 41 174 Sangat setuju 

T18 0 0 0 0 1 2,4% 28 68,3% 12 29,2% 41 175 Sangat setuju 

T19 0 0 0 0 5 12,2% 29 70,7% 7 17,1% 41 166 Setuju  

Skor Nilai 3307 
Sangat Setuju 

Rata-rata  174,05 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Tabel 4.20 

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variabel Transparancy 

Kuesioner Komite Madrasah 

 

Pertanyaan 

Tanggapan Responden   

Skor Kategori  STS TS KS S SS 
N 

F % F % F % F % F % 

T1 0 0 0 0 3 7,3% 29 70,7% 9 22% 41 170 Setuju 

T2 0 0 0 0 4 9,8% 27 65,9% 10 24,4% 41 170 Setuju  

T3 0 0 0 0 2 4,9% 31 75,6% 7 17,1% 41 165 Setuju  

T4 0 0 0 0 2 4,9% 33 80,5% 6 14,6% 41 168 Setuju  

T5 0 0 0 0 1 2,4% 26 63,4% 14 34,1% 41 177 Sangat setuju 

T6 0 0 0 0 1 2,4% 34 82,9% 6 14,6% 41 169 Setuju  

T7 0 0 0 0 1 2,4% 25 61% 15 36,6% 41 178 Sangat setuju 

T8 0 0 0 0 3 7,3% 23 56,1% 15 36,6% 41 176 Sangat setuju 

T9 0 0 0 0 2 4,9% 32 78% 5 12,2% 41 159 Setuju 

T10 0 0 0 0 4 9,8% 27 65,9% 8 19,5% 41 160 Setuju 

T11 0 0 0 0 4 9,8% 18 43,9% 19 46,3% 41 179 Sangat setuju 

T12 0 0 0 0 5 12,2% 24 58,5% 12 29,3% 41 171 Setuju 

T13 0 0 0 0 4 9,8% 25 60,9% 12 29,3% 41 172 Setuju 

T14 0 0 0 0 2 4,9% 30 73,1% 9 22% 41 171 Setuju 

T15 0 0 0 0 3 7,3% 31 75,6% 7 17,1% 41 165 Setuju 
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Lanjutan Tabel 4.20 

Pertanyaan 

Tanggapan Responden   

Skor Kategori  STS TS KS S SS 
N 

F % F % F % F % F % 

T16 0 0 0 0 2 4,9% 27 65,9% 12 29,2% 41 174 Sangat setuju 

T17 0 0 0 0 4 9,8% 27 65,9% 10 24,4% 41 170 Setuju 

T18 0 0 0 0 2 4,9% 29 70,7% 10 24,4% 41 172 Setuju 

T19 0 0 0 0 4 9,8% 23 56,1% 13 31,7% 41 169 Setuju 

Skor Nilai 3135 
Setuju 

Rata-rata  165 

 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan pihak terkait 

pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja MTS Negeri di Kabupaten 

Bantul yaitu kepala madrasah dan bendahara, dapat disimpulkan bahwa 

telah cukup memenuhi prinsip transparansi. Hal tersebut didukung 

dengan hasil kuesioner kepada 41 guru dan 41 komite madrasah. Tabel 

4.19 dan 4.20 menunjukkan hasil kuesioner kepada guru diperoleh skor 

rata-rata sebesar 174,05 dan komite sebesar 165, sehingga dapat 

dikatakan bahwa guru dan komite setuju atau menyatakan pendapat yang 

sama dengan pihak pengelola madrasah.  

b. Analisis Prinsip Accountability dalam Pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Madrasah (APBM). 

Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja madrasah 

merupakan langkah awal dalam pengelolaan keuangan. MTs Negeri di 

Kabupaten Bantul telah tepat waktu dalam penyusunan rencana anggaran 

yaitu setiap akhir tahun karena ketika ada keterlambatan akan 

mendapatkan semacam teguran atau peringatan dari pusat. Dalam hal 

penyusunan rencana anggaran menyeimbangkan antara aspirasi pihak 
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pengelola dan komite madrasah. Perubahan anggaran sering terjadi 

karena beberapa faktor, oleh karena itu pihak madrasah selalu berdiskusi 

dengan pihak-pihak yang terkena pengaruh termasuk karyawan, guru, 

dan komite. 

Dana yang termasuk dalam APBM digunakan untuk pembangunan 

fisik dan non fisik, sehingga ada beberapa program pembangunan yang  

diselesaikan secara bertahap. Pembangunan yang dikerjakan secara 

bertahap secara berkala ditinjau oleh Kementerian Agama Kantor 

wilayah Yogyakarta dan pihak yang berwenang. Secara berkala 

pengelola madrasah juga melaporkan hasil kerjanya berupa laporan 

pertanggungjawaban kepada komite dalam rapat rutin yang diadakan 

setiap satu semester sekali atau ketika ada hal yang harus 

musyawarahkan. Pihak komite diberikan kesempatan untuk 

memverifikasi laporan pertanggungjawaban madrasah. 

 

Tabel 4.21 

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variabel Accountability 

Kuesioner Guru 

 

Pertanyaan 

Tanggapan Responden   

Skor Kategori  STS TS KS S SS 
N 

F % F % F % F % F % 

A1 0 0 0 0 2 4,9% 25 60,9% 14 34,1% 41 176 Sangat Setuju 

A2 0 0 0 0 2 4,9% 30 73,1% 9 22% 41 171 Setuju 

A3 0 0 0 0 12 29,3% 26 63,4% 3 7,3% 41 155 Setuju 

A4 0 0 0 0 3 7,3% 29 70,7% 9 22% 41 170 Setuju 

A5 0 0 0 0 5 12,2% 29 70,7% 5 12,2% 41 156 Setuju 

A6 0 0 0 0 4 9,8% 30 73,1% 7 17,1% 41 170 Setuju 

A7 0 0 0 0 5 12,2% 29 70,7% 7 17,1% 41 166 Setuju 

A8 0 0 0 0 3 7,3% 24 58,5% 14 34,1% 41 175 Sangat Setuju 

A9 0 0 0 0 2 4,9% 25 60,9% 14 34,1% 41 176 Sangat Setuju 

A10 0 0 0 0 5 12,2% 21 51,2% 15 36,6% 41 174 Sangat Setuju 

A11 0 0 0 0 4 9,8% 23 56,1% 14 34,1% 41 174 Sangat Setuju 

A12 0 0 0 0 4 9,8% 23 56,1% 14 34,1% 41 174 Sangat Setuju 
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Lanjutan Tabel 4.21 

Pertanyaan 

Tanggapan Responden   

Skor Kategori  STS TS KS S SS 
N 

F % F % F % F % F % 

A13 0 0 0 0 3 7,3% 24 58,5% 14 34,1% 41 175 Sangat Setuju 

A14 0 0 0 0 8 19,5% 32 78% 1 2,4% 41 157 Setuju  

A15 0 0 0 0 10 24,4% 25 60,9% 6 14,6% 41 160 Setuju  

A16 0 0 0 0 9 22% 27 65,9% 5 12,2% 41 151 Setuju  

A17 0 0 0 0 0 0 26 63,4% 15 36,6% 41 179 Sangat Setuju 

Skor Nilai 2859 
 Setuju 

Rata-rata  168,18 

 

Tabel 4.22 

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variabel Accountability 

Kuesioner Komite Madrasah 

 

Pertanyaan 

Tanggapan Responden   

Skor Kategori  STS TS KS S SS 
N 

F % F % F % F % F % 

A1 0 0 0 0 2 4,9% 25 60,9% 14 34,1% 41 176 Sangat Setuju 

A2 0 0 0 0 1 2,4% 27 65,9% 13 31,7% 41 176 Sangat Setuju 

A3 0 0 0 0 9 9,8% 23 56,1% 9 9,8% 41 164 Setuju  

A4 0 0 0 0 3 7,3% 26 63,4% 12 29,2% 41 173 Sangat Setuju 

A5 0 0 0 0 2 4,9% 29 70,7% 10 24,4% 41 172 Setuju  

A6 0 0 0 0 1 2,4% 26 63,4% 14 34,1% 41 177 Sangat Setuju 

A7 0 0 0 0 3 7,3% 21 51,2% 17 41,5% 41 178 Sangat Setuju 

A8 0 0 0 0 2 4,9% 27 65,9% 12 29,2% 41 174 Sangat Setuju 

A9 0 0 0 0 4 9,8% 25 60,9% 12 29,2% 41 172 Setuju  

A10 0 0 0 0 2 4,9% 25 60,9% 14 34,1% 41 176 Sangat Setuju 

A11 0 0 0 0 4 9,8% 22 53,7% 16 39% 41 180 Sangat Setuju 

A12 0 0 0 0 4 9,8% 21 51,2% 16 39% 41 176 Sangat Setuju 

A13 0 0 0 0 2 4,9% 23 56,1% 16 39% 41 178 Sangat Setuju 

A14 0 0 0 0 7 17,1% 28 68,3% 6 9,8% 41 163 Setuju  

A15 0 0 0 0 6 14,6% 20 48,8% 15 36,6% 41 173 Sangat Setuju 

A16 0 0 0 0 0 0 28 68,3% 13 31,7% 41 177 Sangat Setuju 

A17 0 0 0 0 4 9,8% 21 51,2% 15 36,6% 41 167 Setuju  

Skor Nilai 2952 
Sangat Setuju 

Rata-rata  173,64 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan pihak terkait 

pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja MTs Negeri di Kabupaten 

Bantul, dapat disimpulkan bahwa telah akuntabel. Hal tersebut didukung 

dengan hasil kuesioner kepada 41 guru dan 41 komite madrasah. Tabel 
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4.21 dan 4.22 menunjukkan hasil kuesioner kepada guru diperoleh skor 

rata-rata sebesar 168,18 dan komite sebesar 173,64, sehingga dapat 

dikatakan bahwa guru dan komite sangat setuju atau menyatakan 

pendapat yang sama dengan pihak pengelola madrasah.  

c. Analisis Responsibility dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Madrasah (APBM). 

Mewujudkan tujuan suatu lembaga hendaknya melewati beberapa 

proses dan pedoman pelaksanaan demi kesetaraan dalam penilaian. 

Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kabupaten Bantul dalam pengelolaann 

anggaran pendapatan dan belanja berpedoman pada beberapa peraturan 

yang relevan. Peraturan tersebut meliputi Peraturan Menteri Agama 

Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang pejabat 

perbendaharaan negara pada kementarian agama dan Keputusan Direktur 

Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7381 tahun 2016 tentang petunjuk 

teknis bantuan operasional sekolah pada madrasah tahun anggaran 2017. 

Dengan adanya pedoman berupa peraturan yang berlaku maka madrasah 

mempunyai batas-batas dalam pengelolaan dan pelayanan. MTs Negeri 

di Kabupaten Bantul telah memiliki alur dan prosedur yang jelas dalam 

pelayanan kegiatan belajar mengajar, administrasi, dan keuangan. Setiap 

bagian dikelola secara terpisah oleh pegawai yang kompeten dibidangnya 

dan tidak terdapat pegawai yang rangkap tugas dan wewenang. Bagian 

keuangan madrasah yang berasal dari pemerintah dikerjakan oleh satu 

bendahara madrasah, sedangkan sumber dana dari komite hanya dikelola 
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oleh bendahara komite. Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kabupaten 

Bantul dalam menanggapi keluhan dari komite mengenai anggaran 

melalui rapat komite dan tidak menggunakan kotak saran. 

 

Tabel 4.23 

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variabel Responsibility  

Kuesioner Guru 

 

Pertanyaan 

Tanggapan Responden   

Skor Kategori  STS TS KS S SS 
N 

F % F % F % F % F % 

R1 0 0 0 0 2 4,9% 20 48,8% 19 46,3% 41 181 Sangat Setuju 

R2 0 0 0 0 0 0 24 58,5% 17 41,5% 41 181 Sangat Setuju 

R3 0 0 0 0 0 0 21 51,2% 20 48,8% 41 184 Sangat Setuju 

R4 0 0 0 0 2 4,9% 24 58,5% 15 36,6% 41 177 Sangat Setuju 

R5 0 0 0 0 4 9,8% 21 51,2% 16 39% 41 176 Sangat Setuju 

R6 0 0 0 0 3 7,3% 21 51,2% 17 41,5% 41 178 Sangat Setuju 

R7 0 0 0 0 1 2,4% 23 56,1% 17 41,5% 41 180 Sangat Setuju 

R8 0 0 0 0 3 7,3% 25 60,9% 13 31,7% 41 174 Sangat Setuju 

R9 0 0 0 0 2 4,9% 22 53,7% 17 41,5% 41 179 Sangat Setuju 

R10 0 0 0 0 2 4,9% 25 60,9% 14 34,1% 41 176 Sangat Setuju 

Skor Nilai 1786 
Sangat Setuju  

Rata-rata  178,6 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Tabel 4.24 

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variabel Responsibility  

Kuesioner Komite Madrasah 

 

Pertanyaan 

Tanggapan Responden   

Skor Kategori  STS TS KS S SS 
N 

F % F % F % F % F % 

R1 0 0 0 0 6 14,6% 23 56,1% 12 29,2% 41 164 Setuju  

R2 0 0 0 0 4 9,8% 25 60,9% 12 29,2% 41 172 Setuju  

R3 0 0 0 0 3 7,3% 23 56,1% 15 36,6% 41 176 Sangat Setuju 

R4 0 0 0 0 7 17,1% 33 80,5% 1 2,4% 41 158 Setuju  

R5 0 0 0 0 6 14,6% 23 56,1% 12 29,2% 41 170 Setuju  

R6 0 0 0 0 4 9,8% 23 56,1% 14 34,1% 41 174 Sangat Setuju 

R7 0 0 0 0 4 9,8% 25 60,9% 11 26,8% 41 167 Setuju  

R8 0 0 0 0 7 17,1% 21 51,2% 13 31,7% 41 170 Setuju  

R9 0 0 0 0 0 0 25 60,9% 16 39% 41 180 Sangat Setuju 

R10 0 0 0 0 4 9,8% 22 53,7% 15 53,7% 41 175 Sangat Setuju 

Skor Nilai 1706 
Setuju  

Rata-rata  170,6 

Sumber: Data primer diolah, 2017 
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Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan pihak terkait 

pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja MTS Negeri di Kabupaten 

Bantul, dapat disimpulkan bahwa telah memenuhi prinsip responsibilitas. 

Hal tersebut didukung dengan hasil kuesioner kepada 41 guru dan 41 

komite madrasah. Tabel 4.23 dan 4.24 menunjukkan hasil kuesioner 

kepada guru diperoleh skor rata-rata sebesar 178,6 dan kuesioner kepada 

komite madrasah sebesar 170,6, sehingga dapat dikatakan bahwa guru 

setuju atau menyatakan pendapat yang sama dengan pihak pengelola 

madrasah.  

d. Analisis Independency dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Madrasah (APBM). 

Madrasah merupakan organisasi atau lembaga nirlaba, hal tersebut 

berarti bahwa sumber dana tidak berasal dari kegiatan ekonomi produktif 

atau seluruh sumber dana hanya dari pemerintah. Demikian pula dengan 

pihak penyelenggara tidak mendapatkan keuntungan pribadi dari adanya 

kegiatan madrasah. Seluruh penyelenggara yang terdiri dari kepala, 

karyawan, dan guru madrasah dituntut untuk independen dalam bertugas. 

Penyelenggara madrasah menjalankan tugas bebas dari kepentingan 

pribadi maupun pihak lain serta tidak dikendalikan atau dipengaruhi oleh 

pihak lain untuk membatasi kegiatan tersebut. Pada saat pelaporan 

pertanggungjawaban bebas dari kewajiban pihak lain untuk 

mempengaruhi fakta yang akan dilaporkan. Penentuan alokasi anggaran 

telah ditetapkan dari awal pengajuan rencana anggaran dan tidak 
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dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu untuk diadakannya pengalihan 

alokasi anggaran. Tetapi ketika terdapat hal-hal yang mendesak dapat 

dilakukan revisi anggaran dan sudah menjadi keputusan bersama antara 

pihak penyelenggara dan komite madrasah.  

Tabel 4.25 

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variabel Independency  

Kuesioner Guru  

 

Pertanyaan 

Tanggapan Responden   

Skor Kategori  STS TS KS S SS 
N 

F % F % F % F % F % 

I1 0 0 1 2,4% 1 2,4% 20 48,8% 19 46,3% 41 180 Sangat Setuju 

I2 0 0 1 0 0 0 28 68,3% 12 29,2% 41 172 Setuju  

I3 0 0 0 0 0 0 23 56,1% 18 43,9% 41 182 Sangat Setuju 

I4 0 0 0 0 1 2,4% 26 63,4% 14 34,1% 41 177 Sangat Setuju 

I5 0 0 0 0 1 2,4% 24 58,5% 16 39% 41 179 Setuju  

I6 0 0 0 0 1 2,4% 26 63,4% 14 34,1% 41 177 Sangat Setuju 

Skor Nilai 1067 
Sangat Setuju 

Rata-rata  177,83 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Tabel 4.26 

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variabel Independency  

Kuesioner Komite Madrasah 

 

Pertanyaan 

Tanggapan Responden   

Skor Kategori  STS TS KS S SS 
N 

F % F % F % F % F % 

I1 0 0 0 0 3 7,3% 26 63,4% 12 29,2% 41 173 Sangat Setuju 

I2 0 0 0 0 4 9,8% 25 60,9% 12 29,2% 41 172 Setuju  

I3 0 0 0 0 5 12,2% 23 56,1% 13 31,7% 41 172 Setuju  

I4 0 0 0 0 7 17,1% 22 53,7% 12 29,2% 41 169 Setuju  

I5 0 0 0 0 1 2,4% 31 75,6% 9 9,8% 41 172 Setuju  

I6 0 0 0 0 1 2,4% 30 73,2% 10 24,4% 41 173 Sangat Setuju 

Skor Nilai 1031 
Setuju 

Rata-rata  171,83 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan pihak terkait 

pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja MTS Negeri di Kabupaten 

Bantul, dapat disimpulkan bahwa telah memenuhi prinsip independency. 



52 

 

Hal tersebut didukung dengan hasil kuesioner kepada 41 guru dan 41 

komite madrasah. Tabel 4.25 dan 4.26 menunjukkan hasil kuesioner 

kepada guru diperoleh skor rata-rata sebesar 177,83 dan kuesioner kepada 

komite madrasah sebesar 171,83, sehingga dapat dikatakan bahwa guru 

dan komite sangat setuju atau menyatakan pendapat yang sama dengan 

pihak pengelola madrasah. 

e. Analisis Fairness dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Madrasah (APBM). 

Kebijakan pengelolaan keuangan seharusnya disesuaikan dengan 

kebutuhan yang dianggap penting terlebih dahulu. Pada MTs Negeri di 

Kabupaten Bantul dalam hal  kebijakan pengelolaan anggaran 

pendapatan dan belanja diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar 

madrasah. Dana yang berasal dari pemerintah digunakan sesuai rencana 

anggaran yang telah ditetapkan diawal tahun. Jika terdapat sisa dana 

maka akan dikembalikan ke pemerintah, tidak bisa dialihkan untuk 

memenuhi kebutuhan lain. Dalam rencana alokasi anggaran ditentukan 

sesuai dengan kebutuhan masing-masing madrasah, namun ketika 

realisasi anggaran ditentukan oleh pemerintah pusat. Realisasi anggaran 

dari pusat jika tidak sesuai dengan yang dibutuhkan madrasah maka tidak 

bisa dialih alokasi, namun dapat dilakukan revisi anggaran dengan 

prosedur yang telah ditetapkan. 

Prinsip kewajaran dan kesetaraan yang terkait dengan pemenuhan 

hak dan kewajiban meliputi penanganan siswa yang dianggap kurang 
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mampu. Pihak madrasah cenderung tidak terlalu memperhatikan hal 

tersebut, karena semua siswa baik mampu atau kurang mampu tidak 

membayar uang sekolah. Siswa yang memenuhi kriteria kurang mampu 

diajukan untuk memperoleh dana khusus dari pemerintah, misalnya BSM 

yang digunakan untuk pengadaan peralatan pribadi berkaitan dengan 

proses belajar. Namun terdapat beberapa madrasah yang menganjurkan 

kepada wali siswa yang mampu dalam hal finansial untuk memberikan 

sumbangan seikhlasnya dengan tidak ditentukan jumlah dan batas waktu 

pembayaran. Dana tersebut sebagian disalurkan untuk santunan bagi 

siswa yang kurang mampu, misal pada hari raya idhul fitri, dan 

sebagainya. Namun dana yang berasal dari komite, dikumpulkan dan 

dikelola sendiri serta disalurkan sesuai hasil musyawarah komite oleh 

bendahara komite. Pihak madrasah tidak berwenang untuk mengelola 

dana yang berasal dari komite. 

Tabel 4.27 

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variabel Fairness Kuesioner Guru 

 

Pertanyaan 

Tanggapan Responden   

Skor Kategori  STS TS KS S SS 
N 

F % F % F % F % F % 

F1 0 0 0 0 1 2,4% 23 56,1% 17 41,5% 41 180 Sangat Setuju 

F2 0 0 0 0 2 4,9% 18 43,9% 21 51,2% 41 183 Sangat Setuju 

F3 0 0 0 0 0 0 23 56,1% 18 43,9% 41 182 Sangat Setuju 

F4 0 0 1 2,4% 2 4,9% 28 68,3% 10 24,4% 41 170 Setuju 

Skor Nilai 715 
Sangat Setuju 

Rata-rata  178,75 

Sumber: Data primer diolah, 2017 
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Tabel 4.28 

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variabel Fairness  Kuesioner 

Komite Madrasah 

 

Pertanyaan 

Tanggapan Responden   

Skor Kategori  STS TS KS S SS 
N 

F % F % F % F % F % 

F1 0 0 0 0 4 9,8% 27 65,9% 10 24,4% 41 170 Setuju  

F2 0 0 0 0 7 17,1% 15 36,6% 19 46,3% 41 176 Sangat Setuju 

F3 0 0 0 0 5 12,2% 16 39% 20 48,8% 41 159 Setuju  

F4 0 0 0 0 1 2,4% 23 56,1% 17 41,5% 41 180 Sangat Setuju 

Skor Nilai 685 
Setuju  

Rata-rata  171,25 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan pihak terkait 

pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja MTS Negeri di Kabupaten 

Bantul, dapat disimpulkan bahwa telah memenuhi prinsip fairness. Hal 

tersebut didukung dengan hasil kuesioner kepada 41 guru dan 41 komite 

madrasah. Tabel 4.27 dan 4.28 menunjukkan hasil kuesioner kepada guru 

diperoleh skor rata-rata sebesar 178,75dan kuesioner kepada komite 

madrasah sebesar 171,25, sehingga dapat dikatakan bahwa guru dan 

komite sangat setuju atau menyatakan pendapat yang sama dengan pihak 

pengelola madrasah.  

f. Analisis kesesuaian pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja 

madrasah dengan peraturan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta no 

25 tahun 2014.  

Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja madrasah tsanawiyah 

yang ada di Kabupaten Bantul telah diatur dalam beberapa peraturan dan 

kebijakan oleh pihak yang berwenang, salah satunya peraturan Gubernur 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam peraturan tersebut dijelaskan beberapa 
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asas yang harus diterapkan. Dalam penelitian ini dijabarkan beberapa asas 

pengelolaan, antara lain: asas tertib, efektif, dan efisien. 

Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kabupaten Bantul telah memenuhi 

kriteria untuk dapat dinyatakan tertib karena pengelolaan keuangan 

didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara tepat waktu dan tepat guna. Dalam MTs tersebut terdapat struktur 

organisasi yang jelas dan tidak ada tugas dan wewenang ganda. Pada bagian 

keuangan dikerjakan oleh mayoritas pegawai yang tidak memiliki latar 

belakang pendidikan namun telah mengikuti pelatihan dalam hal 

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Pertanggungjawaban 

keuangan kepada pemerintah berupa laporan pertanggungjawaban berbasis 

aplikasi dan setiap pegawai bagian keuangan diwajibkan mengikuti 

sosialisasi atau pelatihan setiap terdapat aplikasi baru. Rotasi jabatan 

dilakukan secara kondisional sesuai dengan kebutuhan madrasah dan 

kewenangan kementerian agama kantor wilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Dengan demikian MTs negeri di Kabupaten Bantul dapat 

dinyatakan telah memenuhi asas tertib, efektif, dan efisien.   

Tabel 4.29 

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variabel Kesesuaian   

Kuesioner Guru 

Pertanyaan 

Tanggapan Responden   

Skor Kategori  STS TS KS S SS 
N 

F % F % F % F % F % 

K1 0 0 0 0 1 2,4% 22 53,7% 18 43,9% 41 181 Sangat Setuju 

K2 0 0 0 0 0 0 23 56,1% 18 43,9% 41 182 Sangat Setuju 

K3 0 0 0 0 6 14,6% 29 70,7% 6 14,6% 41 164 Setuju  

K4 0 0 0 0 0 0 31 75,6% 10 24,4% 41 174 Sangat Setuju 

Skor Nilai 701 
Sangat Setuju 

Rata-rata  175,25 

Sumber: Data primer diolah, 2017 
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Tabel 4.30 

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variabel Kesesuaian   

Kuesioner Komite Madrasah 

Pertanyaan 

Tanggapan Responden   

Skor Kategori  STS TS KS S SS 
N 

F % F % F % F % F % 

K1 0 0 0 0 4 9,8% 27 65,9% 10 24,4% 41 170 Setuju  

K2 0 0 0 0 7 17,1% 15 36,6% 19 46,3% 41 176 Sangat Setuju 

K3 0 0 0 0 5 12,2% 16 39% 20 48,8% 41 179 Sangat Setuju 

K4 0 0 0 0 1 2,4% 23 56,1% 17 41,5% 41 180 Sangat Setuju 

Skor Nilai 705 
Sangat setuju 

Rata-rata  176,25 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan pihak terkait 

pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja MTS Negeri di Kabupaten 

Bantul, dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan peraturan gubernur 

Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 25 tahun 2014. Hal tersebut didukung 

dengan hasil kuesioner kepada 41 guru dan 41 komite madrasah. Tabel 4.29 

dan 4.30 menunjukkan hasil kuesioner kepada guru diperoleh skor rata-rata 

sebesar 175,25 dan kuesioner kepada komite madrasah sebesar 176,25, 

sehingga dapat dikatakan bahwa guru dan komite setuju atau menyatakan 

pendapat yang sama dengan pihak pengelola madrasah.  

 


